KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 028/Kep.250-BPKD/2018

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 028/Kep.774-BPKD/2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018

BUPATI BEKASI,

Menimbang @ a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan Bupati
Bekasi Nomar: 821.2/Kep.1081-BKPPD/2018 tanggal 20 Juli 2018
tentang Mutasi Pegawai Negen Sipil Dalam Jabatan Administrator
di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Bekasi, maka Pengguna
Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna yang semula telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 028/Kep.774-BPKD/2017 tanggal
29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati
Nomor: 028/Kep 228-BPKD/2018 tanggal 10 Juli 2018 maka perlu
ditinjau dan dilakukan perubahan kembali.

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, maka perubahannya tersebut periu ditetapkan
kembali dengan Keputusan Bupati.

—t

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembeniukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Megara Hepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4255);

3. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
5, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4335);

4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400),



Menetapkan

PERTAMA

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemar 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 10 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10},

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomar 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

11.Peraturan Daerah MNomor 8§ Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017
MNomor B);

12.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tetang
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 50};

13 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kera Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 81);

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang P-:stunj!m
Pelaksanaan Barang Milk Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomaor 59

15.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep 774-BFKD/2017
tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan



Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bekasi Tahun 2018

KEDUA Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA. adalah
merubah  ketentuan Lampiran nama Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang, yang semula
| No | ‘Nama ] ~ Jabatan Dalam SKPD |  Ditunjuk Sebagai |
1 ] G = X0
1 | H. CARWIN, SH | SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN | PEJABAT PENATAUSAHAAN
NIP. 19800703 198603 1 004 RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN | PENGGUNA BARANG
S . . ... | DAN PERTANAHAN
diubah sebagai berikut
‘No | ~ Nama ' Jabatan Dalam SKPD Ditunjuk Sebagai |
| £ 2 3 I

1 | RAHAYU LESTAR!, SH, M Si SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN | PEJABAT PENATAUSAHAAN

‘ | NIP 18610403 199001 2 001 RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN | PENGGUNA BARANG

| DAN PERTANAHAN

KETIGA Keputusan ini merupakan bagian yang tdak terpisahkan dengan
Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep 229-BPKD/2018 tentang
Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 2% Juli 2m8

—/ﬁ BUPATI BEKASI

Z//-Byd T ENG-HASANAH YASIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Ketua DPRD Kabupaten Bakasi:
? |nspektur Kabupaten Bekasi;

3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupalen Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi



